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Halaman 1 dan 15

Korupsi Parpol Tetap Bisa Terjadi (1)

Bantuan dari Negara Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan dana bantuan
bagi partai politik belum tentu akan membebaskan
parpol dan anggotanya dari korupsi. Pasalnya, selain
tidak diiringi oleh ketentuan yang ketat tentang
transparansi dan akuntabilitas, bantuan itu belum
cukup membiayai seluruh aktivitas parpol.

Melalui revisi Peraturan Pe-
merintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan' ke-
pada Parpol yang sedang dilaku-
kan, besar bantuan keuangan un-
tuk parpol akan dinaikkan dari
Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk

| tiap satu suara.

Dengan penghitungan itu, se-
bagai contoh, PDI-P, sebagai par-
tai pemenang Pemilu Legislatif
2014 dengan perolehan 23,68 juta
suara, bisa memperoleh bantuan
keuangan dari negara Rp 23,68
miliar setiap tahun. Jumlah ini
jauh lebih besar daripada yang
diterima saat ini, yaitu Rp 2,55

miliar per tahun.

Deputi Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Pahala Nainggolan, Rabu
(5/7), di Jakarta, menuturkan,
penambahan dana bantuan un-
tuk parpol itu sesuai dengan kaji-
an KPK. Kesimpulan kajian itu
adalah perlu ada dukungan dana
bagi parpol untuk mengurangi
risiko korupsi di lingkungan par-
pol.

Namun, dalam penambahan
dana bantuan ini, KPK mensya-
ratkan tiga hal agar pencegahan

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)
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nampanan Jdand parpul, 1ieiusug
Pahala, yang terjadi hanyalah
pemborosan anggaran. Kebijakan
penambahan anggaran tersebut
juga tidak akan efektif mencegah
terjadinya korupsi di parpol dan
kadernya.

Ironisnya, lanjut Pahala, ketiga
syarat KPK itu ada kecenderung-
an tidak dipenuhi pemerintah
dalam kebijakan kenaikan dana
bantuan untuk parpol.

Belum cukup

Potensi korupsi di parpol juga
tetap terbuka karena kenaikan
dan bantuan parpol itu belum
cukup membiayai seluruh kegi-
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Halaman 1 dan 15

Korupsi Parpol Tetap Bisa Terjadi (2)

Gaiia yais Uuiaoas s ssvees
negara dan hasil iuran kader bisa
dibuka ke publik. Namun, sum-
ber yang berasal dari pihak ter-
tentu belum tentu seluruhnya
dapat diungkap.

”Soal sumbangan memang ada
yang perlu dirahasiakan sesuai
permintaan yang memberi. Na-
mun, yang pasti, besar dan sum-
bernya tetap sesuai undang-un-
dang,” kata Hasto.

Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat Agus Hermanto
menambahkan, dana bantuan
dari pemerintah tidak akan digu-
nakan untuk kepentingan di luar
pembinaan dan kaderisasi untuk
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dapat bantuan ‘dana dari APBD.
Masalahnya, lanjut Hadar, jika
besar bantuan untuk parpol di
tingkat nasional sudah pasti jum-
lah besarannya, di level daerah
tidak ada standar yang sama. “Di
daerah tidak ada standarnya,
tergantung kesanggupan daerah.
Kini, saatnya semua itu kini ha-
rus diatur dengan jelas dan ke-
tat,” ujarnya.
(REK/IAN/SAN/AGE/GAL/MHD)

Suarakan komentar Anda
mengenai artikel ini dan
baca di kompas.id




